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DSNGAIT RAIIMAT TUHAfi YAITG I}IAHA ESA

Menimbang

GUBERSUR SUIIATERA UTARA,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang di4jukan sebagaimana dimaksud
dalam hurrf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD pada tanggal S November 2O12;

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi A[ieh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Provinsi Sumatera Utara {l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 33121 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Talrun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

c.

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun
Hak Atas Tanah dan Bangunan
Indonesia Tahun \997 Nomor 44,
FanrrF liL Tnr{nnacia l\fnmnr ?6Q.Rl.

1997 tentang Bea Perolehan
(Lembaran Negara Repubiik
Tambahan Lembaran Negara

3.



5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2S6l;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2QA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nomor
5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaD}f
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a42Ll;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a84al;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AQ4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Mqjelis
Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Penvakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa3];

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Perrerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2OOO Nomor 21O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a028l;

10.



15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 90,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OOT tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAT Nomor 47, Tarrrtbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7L2l;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSA2l;

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5741;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs
Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

L9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2AOS tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5761;

2A. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5781;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Penlrusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2005 Nomor 15O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593):

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten lKota (Lembaran



25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O1O tentang Pedoman
PenSrusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 22, Ta;rtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51Oa);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2ALA tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang Hibah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2OL2 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2l
Tahun ZOL 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2AL2 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol3;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera
Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 6l:
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan
Tata Keda Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Ralcyat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nornor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 );

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor
8, Tambahan lembaran Daera]r Provinsi Sumatera Utara Nomor
8);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara {Lembaran Daera}r Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AOg Nomor 6,
Tamba.tran Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

26.

27.

28.

30.

29.

31.

32.

33.

34.

35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2AIA tentang Pokok-Pokok



Menetapkan

Pasal I
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaa.n angga,ran tahun berkenaan

IIIEMUTUSKAIT:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI-ANJA DAERAH PROVINSI SUMA?ERA UTARA TAHUN ANGGARAN
2013

Utara Tahun Anggaran 2A13, adalah

Rp. 8,48t,871,649,956.00
Rp. 8,866,922,252,5O6.OO
Rp. {385,05(),602,550.001

Rp. 385,050,602,550.OO
Rp.

@
Rp.

Pasal 2
(i) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a, Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Desa
f. Belania Tidak Terduea

Rp.

Rp.

Rp.

4,8O9,369,O31,557.OO

2,QO7 ,O9r,O1 5,599.00
1,665,4t 1,602,800.00

Rp. 4,276,706,265,924.0A
Rp. 44,171,451,121.O0
Rp. 305,173,490,912.OO
Rp. 183,317,8:23,600.00

Rp. 65,839,442,800.00
Rp. t,599,572,160,000.00

Rp. 6,274,9I5,75O,147.OO
Rp. 2,592,006,502,359.00

Rp. 556,929,127,057.00
Rp. 2,t7!,943,A66,731.0O

76,t20,544,000.OO
778,4A5,461,725.AO

Rp. 2,684,017,594,634.OO
Rp. 7,5OO,OOO,OOO.OO

{3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

Rp. 71A,547,681,599.00
Rp. I,223,445,4O4,0OO.O0

Rp. 73,O97,93A,000.00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri dari jenis
pendapatan :

(2) Pendapatan Asli Daerah
a. P4iak Daerah
b. Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat {1 } huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

a. Pendapatan Hibah
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak L,angsung

b. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Hibah
c. Belanja Bantuan Sqsial Rp.

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah De Rp.

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan

a.

b.
c.

{2} Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a terdiri dari jenis belanja :



Fasal 4

{1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Penerimaan Rp. 385,050,602,550.00
b. Pengeluaran Rp.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Rp. 385,050,602,550.00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal {Investasi) Pemerintah Daerah Rp.
b. Pembayaran Pokok Utang Rp,

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran
yans tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2 Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menumt Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD, Pendapatan, Beianja dan Pembiayaaa;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5' Lampiran V Rekapitulasi Perubahan F,elanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah PeSawai Pergolonsan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIil Daftar Penyertaan Modat {Investasi} Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

1O. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

1 1. Lampiran XI Daftar kegiatan-keglatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

L2.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

1"3.Lampiran XIII Daftar Piniaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak seperti
bencana alam, bencana sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan
pengeluarannva melalui Dana Tidak Terduga.

Pasal ?



Pasal 8

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Desember 2ALZ

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal f0 Vedqh.f ?OJ?r

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

4a
NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 201.2 NOMOR 4


